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. Instruksi Pengawasan Netralitas ASN

Ternate, 29 September 2023

dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara

di

Tempat,-

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil

Negara (ASN) pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun

2024. Maka dengan ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam

pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Republik Indonesia
bersama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara
(BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyusun
dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

. Sebagaimana poin (1) di atas, diminta kepada Bawaslu

Kab/Kota untuk mengoptimalkan sosialisasi Surat Keputusan
Bersama (SKB) dimaksud kepada instansi/lembaga vertikal di
wilayah Kab/Kota dan Pemda masing-masing dengan
menyasar ke setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan
Kantor Kecamatan. Selain itu, mendayagunakan jajaran
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan untuk
melakukan sosialisasi pada instansi/lembaga Pemda di level
Kecamatan, Desa dan Kelurahan termasuk di Sekolah,

Puskesmas, dan lain sebagainya,;

. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah

setempat dengan cara memberikan imbauan terkait aturan dan
hal-hal yang dilarang berkenaan dengan pelibatan ASN dalam
penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur pada

peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



4. Melakukan penguatan internal dalam rangka menjalankan
fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran
Netralitas ASN secara optimal;

5. Melakukan sosialisasi dan kampanye publik dalam rangka
pengawasan dan penegakkan Netralitas ASN melalui
pemanfaatan media sosial, pembuatan vidio, pamflet, banner,
spanduk, dan kegiatan lainnya.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Hj. Masita Nawawi Gani, SH
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